 BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARAN GANYAR . |
NOMOR 74 TAHUN 20 19
TENTANG a

PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERIN ER DI RUMAH
POTON G HEWAN DAN PENJUALAN PRODUK DAGIN G DARI HEWAN

DENGAN RAHMA’I‘ T.UHA’N YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

* Menimbang a .,bahwa dalam rangka menjamm keamanan segala
B . urusan yang berhubungan dengan Hewan dan v
. ';”‘produk olahan Hewan yang secara langsung atau
“tidak langsung mempengaruhl kesehatan manusia,
maka perlu dilakukan pengawasan kesehatan
masyarakat}Vetermer di Kabupaten Karanganyar; ‘
* b.. bahwa dalam rangka menjamin keamanan Pangan
- dan pencegahan Zoonosxs rnaka Pemerintah Daerah
| perlu melakukan pengawasan terhadap penjualan
o 'produk Pangan dari Hewan; . L
" ¢. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf'
b,. maka perlu membentuk Peraturan Bupa‘u' '
tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat
Vetermer dan Penjualan Produk Pangan dan

1

Mengingat  : 1. Undang—Undan'g Nomor 13 Tahun 1950 tentang
.+ " Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam s
- . Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; .~ .. _
2. Undang—Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang o
" Peternakan dan . Kesehatan Hewan - (Lembaran
- Negara Repubhk Indonesm Tahun 2009 Nomor 84,
. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

" Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan -
- Undang«Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang .
S b © . Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
N -+ 2009 tentang Peternakan dan. Kesehatan Hewan

- SRR (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

” jIndones,la Nomor 5619), o

- | sauman |



LL R

.',:-Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang S
" Pangan (Lembaran Negara Repubhk Indones1a' e
~ Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran
" Negara Republik Indonesia Nomor 5360); e
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang RO
: v:,'Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik s
' "’jv'y’Indonema ‘Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan_‘
’ Lembaran Negara Repubhk Indonesza Nomor 5587),
sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir = =
 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

~  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang_"-: 3 '_5§ L
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah =~ =
_(Lembaran Negara Repubhk Indones:a Tahun 20151‘ o =
: ":','_vNomor 58 Tambahan Lembaran Negara Repubhk

) . Indonesia Nomor 5679), v

Y

.‘}--Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999
* tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara
‘Republik Indonesia - Tahun 1999 Nomor 131, -
TambahanLembaran Negara Repubhk Indon31a el
Nomor 3867); -~ . 2
. Peraturan Pemermtah Nomor 82 Tahun 2000
tentang Karantina Hewan (Lembaran ‘Negara =~
Republik - Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, -~
f’vTambahanLembaran Negara Repubhk Indonesm e
“Nomor 4002); : ' DT
.- Peraturan Pemerlntah Nomor 28 Tahun 2004
~tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi (Lembaranf R
~ Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Lo
" Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a R
_'jNomor 4424), ‘ - ' : R
.'.’,Peraturan Pemenntah Nomor 95 Tahun 2012’ -
! tentang Kesehatan Masyarakat - Veterlner dan S e
Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik AT
Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan
- Lembaran Negara Républik Indonesia Nomor 5356);
” Peraturan Pemerintah  Nomor 47 Tahun 2014
.tentang Pengendallan : dan ’ Pcnanggulangan
' Penyakit Hewan (Lembaran ‘Negara Republik "~
' Indonesia  Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan -
 Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5543); -
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 = =
i tentang Otorltas Veterlner (Lembaran Negara’ T
" Republik - Indone31a Tahun 2017 ‘Nomor 20,
~ Tambahan Lemba_ran Negara Repubhk Indonesmzj; o
}‘.»,»Nomor6019) | | : : L
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' MENETAPKAN

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
11 Tahun 2013 tentang  Penyelenggaraan

- Peternakan, Kesehatan ‘Hewan dan Perikanan
'+ (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2013 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan -

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
‘Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun
2013  tentang Penyelenggaraan  Peternakan,
‘Kesehatan Hewan dan Perikanan (Lembaran

- Daerah Kabupaten ‘Karanganyar 'I‘ahun , 2015.

B ‘Nomor 7),

 MEMUTUSKAN:

. PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN

KESEHATAN . 'MASYARAKAT - VETERINER DAN
PENJUALAN PRODUK PANGAN DARI HEWAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
_ Pasal 1 _ _
Dalam peraturan bupatl ini yang dimaksud dcngan
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

2. Pemerintah Daerah adalah Pemermtah Kabupaten,

) Karanganyar

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar

4.  Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang
. membidangi fungsi Peternakan dan Keschatan
Hewan. i
5. Peternakan adalah ségala urusan"__ yang berkaitan
dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/ atau
‘bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, -
budidaya ternak, panen, ‘pasca  panen,

- pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh :

. atau sebaglan dari siklus hidupnya berada di '_ :

darat, air dan/ atau udara baik yang dlpehhara :

maupun yang dlhabltatnya s



S berkaltan dengan perawatan hewan, pengobatanf,:*:v,vj-:i |
o hewan pelayanan kesehatan hewan pengendahan

~dan penanggulangan penyaklt hewan, penolakanv R

berhubungan dengan keadaan fisik dan rnental : S

}hewan menurut ukuran Perllaku alam1 hewan,‘f' S

":Kesehatan Hewan adalah segala urusan yangfv; B

"'penyaklt medlk reproduk31, med1k konservam,
obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan
: serta keamanan pangan ' .

;Kesejahteraan Hewan adalah Segala Urus an yang"‘.-, e

o yang perlu dlterapkan dan dltegakkan untuk"

: ’.A'Fﬁdlperuntukkan sebgaa1 makanan atau mmumanf‘.*?‘-

vambahan Pangan, : bahan baku Pangan,' dan '-
bahan lamnya yang dlgunakan da]am proses S

berada dl darat aur dan/atau udara, balk yang
' dlpehhara maupun yang dlhabltatnyauntuk dlolahﬂ;
| maupun tldak dlolah yang dlperuntukan sebagal"f,ii
o ; ‘makanan atau mlnuman bag1 konsum81 manus1a D
- 11

o ) - ‘:{dlpehhara maupun yang dlhabltatnya tldak boleh' ’ S
untuk dlolah ,maupun | tldak dlolah yang L

‘ mehndungl hcwan dan perlakuan Seuap Orangfv ‘_ v_
,;.‘yang tldak layak terhadap v hewan' yang o
dlmanfaatkan manuS1a A ‘- T |
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dan N " ' |
o sumber hayat1 produk pertaman, Perkebunan’ R
- kehutanan, penkanan, petemakan, peralran, dan'

o air, baik yang dlolah maupun tldak diolah yang' -

_ bag1 konsum31 manuSIa termasuk bahantl_:

Cen ’penylapan pengolahan dan/ atau pembuatanii‘,’
o makananataummuman e ', S e
'10'._:_)Hewan Pangan adalahbmatang atau satwa yang e

b’”seluruh atau sebaglan dar1 s1k1us hldupnya

: Hewan Non Pangan adalahblnatang atau satwa '
’ yang seluruh atau sebaglan dari s1k1us hldupnya-,- R

L berada di darat air dan/ atau udara, ba1k yang . -

dlperuntukan sebagau makanan atau mlnurnan :

R bag1 konsumsn manusia.,



A pangan yang berbentuk ga.mbar, tuhsan -

LT d1sertakan pada pangan, d1masuka.n ke dalam o

Label Pangan adalah setlap keterangan mengenai -
| "':"V_‘kdfnbinam keduanya, ' atau : bentuk lalnyang .

: d1tempelkan pada, : ' tau o merup akanbaglan C
- kemasan pangan RN S _ C
130

Zoonosis adalah suatu penyaklt 1nfeks1 yang T
Secara alam1 d1tularkan dan Hewan ke manusm . o

r atau sebahknya

d181ngkat Kesmavet adalah segala UI’usan Yang}:;: S

yang secara langsung atau tidak langsung »‘ .‘f‘»‘

] Kesehatan Masyarakat Vetermer yang Selanlutnyaﬁ:-'? .
-berhubungan dengan HeWan dan prOduk Hewan'

R 'mempengaruhl kesehatan manu51a | |
- o 15. Rum1nans1a Besar adalah ternak memamah blak_f:'j,:fjﬂ,'; S
"::yang terd1r1 dar1 ternak rummansm besar, sepertl"f. i

g '; sapi dan kerbau serta ternak rumlnansm kecﬂ ST

o sepertl kambmg dan domba

_.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dlSebut

o : dengan RPH adalah v suatu bangunan | atau':f_"

kOmplcks bangunan dengan desam dan syarat_ -, S

 terteritn yang. dlgunakan Sebagal tempat
'»memotong hewan bag1 konsum31 masyarakat o L
f_vselan_]utnya d1sebut dengan UPD adalah suatu'f.,jft,._f‘ o

B ldlsam dan syar at tertentu yang dlgunakan sebagal R

o ’pemlsahan daglng darl tulang, dan pemotongan1

._i;:»daglng sesua1 tOPOgraﬁ E karkas untuk

| 17‘." | Umt Penanganan Dagmg (meat cuttmg plant) yang":j R S

bangunan atau kompleks bangunan dengan -

'tempat untuk melakukan pembaglan karkas,

e menghasﬂkan daglng untuk konsum81 masyarakat . e

umurn



' 18
K ternak rum1nans1a sehat yang telah dlSembehh::;; .
,secara | halal d1ku11t1 qlkeluarkan , Jeroa_n’ . - e

dlplsahkan | ,' : kepala, S kak1 mula.l | B
| darl tarsus/ karpus ke bawah Organ repro duks{'_ | |
- i{_ dan amblng, ekor serta lemak yang berlebih, dapat;f SRR

. ._;,berupa karkas segar hangat (hot carcass) Segar;'

Karkas Rumlnansm adalah baglan dan tubuh"f_:{

- -,", " d1ng1n (chllled carcass) atau karkas beku (frozen"u

o carcass)

19,

yang 1a21m aman, dan layak dlkonsum81 oleh';vl;’vvj

Dagmg adalah baglan dari otot skeletal karkaslﬂ

~ manusia, terdm atas potongan daglng bertulang", v.: R

'dan dagmg tanpa tulang, dapat berupa dagmg -

o i g :‘scgar hangat segar dmgm (chllled) atau karkasv'_.,_.v_
o beku (frozen) : o

- 20.
| " r-»dag1ng yang mengalam1 PI‘OSCS pendlnglnan]'f”'i o
o Setelah penyembehhan v Sehlngga temperatur_,‘“ o -
. bag‘an dalam karkas vatau_daglng antara 09(:va dan

oo

Daging Segar Dingin (chzlled) adalah karkas atauv- TS

Daglng Segar Beku (frozen) adalah karkas atauj o

o j‘ dagmg yang sudah mengalam1 proses pembekuan’ :

. dl dalam blast freezer dengan temperatur 1nternaﬂ1_‘,i,‘

I -karkas atau dagmg m1n1mum m1nu318°C

»rongga dada dan ternak rum1nans1a ’ Yang

" ’dlsembehh secara halal dan benar sehmgga aman,- L

.:Jeroan {edlble oﬁ‘al) adalah isi rongga perut dan o

vlaz1m, dan layak dlkonsums1 oleh manus1a dapat..'}_‘,"i o
AN “"i'berupa Jeroan dlngm atau beku R - |

| 23 {j‘Pemerlksaan Ante-mortem (ante—mortem lnspectzon) o
adalah pemerlksaan kesehatan hewan potong

sebelum d1sembellh yang dllakukan oleh petugas__'f”. '_j:

- :pemenksa berwenang

24

o Setelah dlSCmbCllh yang dllakukan oleh petugas ) IR

Pemeﬂksaan Post-mortem (post—mortem mspectzon)' R

o adalah pemenksaan kesehatan Jeroan dan karkas | . o

g : - pemerlksa berwenang



25.

3
T

Pemotongan Hewan adalah kcgiatan untuk

menghasilkan Daging Hewan yang terdiri dari

. pemeriksaan ante-mortem, penyembehhan,

26.

27.

28.

29.

' 30.

31.

32.

33.

penyelesaian penyembelihan ~ dan
pemeriksaan post-mortem.

PenYembelihan‘ Hewan adalah kegiatan
mematikan hewan hihgga tercaipai kematian
sémpurna dehgan cara menyembelih yang

mcngacu kepada kaidah keseJahteraan hewan dan

'syanah agama Islam.

Penanganan Daging Hewan adalah keglatan yang -

meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian
potongan ‘d:aging,‘ pcmbekua:n,’v pendinginan,
bpengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain
untuk penjualan daging. - ”

Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan |

‘pemerintah yang dltl.ll’l_]uk oleh Bupati untuk

melakukan pengawasan di bidang kesehatan
masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD.

Dokter Hewan Penanggung Jawab Tekms adalah .
dokter Hewan yang dltumuk oleh Manajemen RPH ‘_

dan/ atau UPD berdasai'kan rekomendasi dari

Bupati  yang bertanggung  jawab  dalam
“pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem serta

péngawasan di bidang kesehatan masyarakat

_veteriner di RPH dan/ atau UPD.

‘Daerah Kotor adalah daerah dengan tmgkat ”

“pencemaran biologik, kimiawi dan‘ fisik yang
| tinggi. .
‘Daerah - Bersih adalah daerah dengan tmgkat' |

pencemaran biologik, k1m1aw1 dan fisik yang
rendah. | ’ |

Desinfeksi = adalah penerapan ~bahan Kimia

‘dan/atau - tindakan fisik untuk

mengurangi/menghilangkan mikroorganisme.
Kandang Penampung adalah kandang yang

digunakan untuk menampung hewan pOtong

- sebelum pemotongan dan tempat dllakukannya

: pemenksaan ante-mortem.
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M

Kandang Isolas1 adalah kandang yang dlgunakan
~ untuk mengisolasi hewan ‘potong yang ditunda

~ pemotongannya karena mendenta atau dlcungm.

menderita penyaklt tertentu

"~ BABII |
'MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupatl ini d1maksudkan sebagai dasar

¢ bagi pelaksanaan  pengawasan = Kesehatan

@) -

‘Masyarakat Veteriner di Daerah.

Tujuan 'Peramran Bupati ini adalaih' '

j a. men_]armn peredaran dagmg yang aman, sehat
" utuh dan halal (ASUH) yang tersedia bag1

_ masyarakat dan

- b. pedoman ‘bagi pelékuv ‘usaha dalam

pemotongan Hewan dan penyedlaan Pangan'

yang berasal dari Hewan.

 BABII
RUANG LINGKUP

‘Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupatx ini mehpuu

-a.

o a0 o

a.
b.

Pelaksanaan Pengawasan;

. ‘:_Pemblayaan,

:“ Lérangan;

Sanksi Administrasi; dan

Pelaporan.

 Pasal4

| Kegiatan pengawasan Kesmavetdi RPH meliputi:

" penerapan Kesehatan Hewan;

'pemeriksaan  Keschatan  Hewan  sebelum

disembelih {ante-mortem inspection);



. pemeriksaan - kesempurnaan ~ proses

pemingsanan (stunning); -

. pémeriksaan' : keséhatan , jerban' - dan/atau

- Karkas most-mortem znspectlon), dan

pemeriksaan pemenuhan persyaratan hlglene- |

sanitasi pada proses produksi.

Pasal 5 .

Keglatan pengawasan pen_]ualan produk Pangan dari

Hewan meliputi:

. a.
b.

o C.

penzman usaha,

penerapan standar halal bag1 produk pangan halal;

‘memastikan asal Hewan merupakan Hewan Pangan

yang diproduksi dengan memperhatlkan aspek
kesejahteraan ‘Hewan dengan mempertlmbangkan'

aspek Zoonosisdan keamanan Pangan; dan

. pemenksaan tata cara penylapan dan produk31‘

Pangan

~ Pasal 6

Kegiatan Pengawasan Kesmavet dIIaksanakan pada

tempat budidaya;

tempat produk31 pangan asal hewan;

a.:
b .
S c tempat produk31 produk hewan non pangan
- d. '
e
f
g

tempat pengumpulan

. -tempat peny1mpanan v
.~ tempat penjualan; dan

. pengangkutanﬁ

o BABIV -
' PELAKSANA PENGAWASAN |

Pasal?

" (1) Pengawasan Kesmavet dilaksanakan oleh -penga\'vas'

Kesmavet.



(2) Dalam hal tertentu pengawasan Kesmavet dan - v

B pen_]ualan produk pangan dari Hewan dllaksanakanf

oleh t1m yang dltunJuk oleh Bupat1

(3) T1m sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) terdmf: L

danf,v'

- a.

yunsur Perangkat Daerah yang membidangi R

. unsur Perangkat Daeraljlj'n.; yang mémbidangi

o ‘:,pangan

e '-'sebaga1 Pengawas Kesehatan | Masyarakat SR

. unsur Perangkat Dacrah yangb’v’m‘enjﬁidangi- L
.._;kesehatan | | .
unsur Perangkat :’Daerah yang_ membld&tngl ST
’»ketentraman da.n keteruban - ‘. __ ‘ ‘
. :.unsur Perangkat Daerah yangf | memb1dang1 e
_perdagangan; - e
.3".‘unsur Perangkat Daerah yang’»_;membi:‘c_langi,n
.i'perlzman,: a Lo R

. Dokter Hewan | yang memlhkl, kompé‘tens.i_;.:_ PO

s Veterlner dan -

unsur Perangkat Daerah 1a1n yang terkalt

(4) 'I‘ugas T1m sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)

a

melakukan pengawasan, pengend ahan dan ,‘ _
pemenksaan terhadap Con L
‘1) unit usaha pangan segar  agal Hewan,

--v'2'}_ produk Hewan olahan untuk pangan‘yang o

; 3) ,produk Hewan Non Pangan bauk Segar, o o

».y‘maupun olahan, .

melakuka_n pembmaan dan | 'peméﬁksaan
terhadap pelaku usaha Rumah Pot()ng Hewan Sl
‘agar sesuai dengan standar dan krlterlar'_;:' |
”E_Pemotongan dan Kesehatan Hewan dengan

;zbtetap memperha’ukan kesejahteraan Hewan, o AR

melakukan . ka_uan aspek Zoonosw | dan‘

f "keamanan Pangan,, _

o berpotens1 membawa re51ko Zoonosxs, dan =~



d. mélakuké.ri ._ pembinaén dan - p}emeriksaan

térhadap - pelaku o usaha

~ warung/restoran/rumah makan/ katering yang

. ‘vmenya_nkan menu olahan yang berasal dari

Hewan pangan;

.. melakukan 1dent1ﬁkas1 jalur distribusi dan
peredaran ~ Hewan gunat,  melakukan
»pengendahan dan pemberantasan penyath
- Hewan; dan }

. melaporkan hasilvpelaksanaan tﬁgasnya kepada

'Bupati dengan memberikan  rekomendasi

" penmdakan bagi pelanggaran yang dltemukan

pada saat pemerlksaan

BABV
- PEMBIAYAAN

Pasél 8

(1) ’Pvervhbiayaan Kegiatan Pengawasan‘ dibebankan

(2)

Y

pada Anggaran Pendapatan dan ‘Belanja Daerah
- dan ditempatkan pada DPA Perangkat Daerah‘
- yang membidangi urusan Peternakan. '
Sekretariat Kegiatan berada pada Perangkat

Daerah yang membidangi urusan Peternakan.

BAB VI
LARANGAN

~ Pasal 9

Setlap Orang atau Badan dllarang

a. melakukan - kegiatan | »'us‘aha

penjualan/Pemotongan Daging baik mentah

- atau olahan yang berasal dari Hewan Non

'Pangan untuk tujuan konsumsi;



b melakuka_n keg1atan usaha Rumah Potongvv
o : Hewan dan penJualan produk/olahan Hewan_'_” LT

L Pangan tanpa Izm sesua1 ketentuan peraturan"' o

o ‘pemndangan yang berlaku

@

o dan/atau mendlstnbusﬂ{an Hewan Non Pangan

- c menyelenggarakan Pemotongan Hewan tanpa,:-;

‘memperhatlkan aspek Kesejahteraan Hewan,' S

o ngxene Samtas1dan knterla Hewan Potong

= "untuk d1konsum31 dan / menuju ke Daerah

o

S ketentuan Pasal 9 ayat (l) dikenai ) san_ksl o

.ro' a o ,o%:;» |

._‘.ketentuan Pasal 9 ayat (2) dlkenal Sanks1 e

BAB VII

o SANKSI ADMINISTRASI

o Paisal 10, PURFELE

Setlap Orang atau Badan yang melanggar

'Admlmstrasx berupa

. Permgatan tertuhs,
Pencabutan Sementara Izm, o
Penutupan, A

' Pencabutan Izm, -

Denda Admlmstras1

Setlap Ora_ng atau | Badan yang melanggar:"  ‘

o adrmmstram berupa

- a. '-'-Perlngatan tertuhs, Toa

b : ’:Pengambllallhan/ penyltaan barang, S ::::vv‘;‘-

L ;v ) c . Pemusnahan ‘
Cod. Denda Admlnlstra81

. d1maksud pada ayat 0 huruf a, huruf b dan S

- c dllakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang IO

e ;memb1dang1 urusan Peternakan secara bertahap’ o

Pengenaan Sankm | adrmmstram sebagaimana

: huruf c, serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf o

- dengan_ Jeda antar sank51 pahng lama 1 (satu) R

| bulan B

Setlap Orang atau Badan dllara.ng mengedarkanvf‘t;f' P



‘Pengenaan -Sanksi administrasi sebagaimana

' \dirnaksud‘ pada ayat (1) huruf d dan e dan pada

)

©)

(N

“ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Bupati atas
‘rekomendasi ‘Ke'pala Perangkat Daerah yang

memb1dang1 urusan Peternakan

‘Denda Administrasi sebagaunana dlmaksud pada
j"ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d dltetapkan

dengan mempertlmbangkan

a. Biaya pengawasan dan pemuhhan ke kOndISl

ideal yang dlharapkan
b Biaya kompensa31 bagi Pemenntah Daerah dan
masyarakat guna memenul’n asas keadllan
masyarakat dan ‘
c. Menimbulkan aspek jera bagi pelaku.
Denda Administrasi disetorkan ke Kas Daerah dan
merupakan Pendapatan Daérah lainnya. }b
Pemanfaatan  Denda Adminsitrasi 'dvapat_' -
dialokasikan bagi kegiatan: .
a. }Pem“eriksaa‘.n Keamanan Pangan;
b. Péngenda.liah Zoonosis Hewan;
c. PengawasaﬁKcsmavet; dan
d

. Pemulihan kondisi lingkungan.

BAB VIII

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1)

@

@

-

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah yang menjrelenggarakan ,
urusan peternakan wajib Ihelaporkan hasil
pengawasan Kesmavet kepada Bupati.

Pembinaan terhadap Kesmavet dilaksanakan
secara terpadu oleh Tim sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7. o
Pengawasan ‘ fungsional . dilakukan  oleh
Inspektorat Daerah. v |
Inspektur melaporkan  hasil | pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada -

Bupati.
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| BABIX
' KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai  berlaku pada

tanggaldiundangkan. =

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan

pengundangan ~ Peraturan Bupati ini  dengan

penempatannya dalam Berita -Daerah» Kabupaten
' Karanganyar. ' |

Ditetapkari di Karanganyar
~ pada tanggal £ -r‘(?
 BUPATI KARANGANYAR,
ttd. '
- JULIYATMONO

Diundangkan di Kargnganyar |
pada tanggal (" QZQ '
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KA NGANYAR

‘Salinan ; sesuau dengan aslinya
SEKREJ:ARIAT DAERAH
-" PK'I‘ENKKARANGANYAR

b 4017



